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ABSTRAK

Ridho Aroma: 2009/97268,Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wujud Partisipas
Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok
(Pemilihan Wali Nagari Periode 2010-2016)

Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan tentang pemilihan Wali
Nagari sebaga wujud partisipasi politik masyarakat Nagari Muaro Paneh
Kabupaten Solok. Rendahnya partisipasi masyarakat Nagari Muaro Paneh pada
pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016 menjadi latar belakang
yang kursia untuk dikaji. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan
atau mendeskripsikan bagaimana partisipass masyarakat dalam pemilihan Wali
Nagari serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode
2010/2016.

Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu
jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, menemukan fakta-fakta atau
hubungan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian adalah Wali Nagari
Muaro Paneh, ketua BMN, ketua KAN, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo
Kandung dan masyarakat yang ada di Kenagarian Muaro Paneh. Data
dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data
dilakukan melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini mengambarkan bahwa rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh. Rendahnya partisipasi ini
dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye yaitu
sebagian masyarakat tidak mau datang dalam acara kampanye yang dilakukan
oleh caon Wali Nagari Muaro Paneh dan dalam pemungutan suara yaitu
masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.144 orang dengan
persentase 50.80% dari 8.157 masyarakat yang wajib pilih. Adapun faktor yang
mempengaruhi  partisipasi  politik dalam menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan Wali Nagari adalah faktor internal yaitu kesadaran, sikap dan
kepercayaan dan faktor eksternal yaitu sosial budaya dan lingkungan.
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BABI

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem politik demokrasi
dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat berarti
rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang menentukan arah dan tujuan
yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam
UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-
Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus
dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih
dan dipilih, hak sama dihadapan hukum, pemerintahan dan hak mendapatkan
keadilan. Prof. Damsar dalam Pengantar  Sosiologi Politik (2010: 178)
mengemukakan bahwa partisipas dimengerti sebagai berperan serta atau ikut
serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan
publik, baik yang berdimens politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara

dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga.



Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam
setigp pengambilan kebijakan mengacu ada aspirasi masyarakat. Masyarakat
sebagal tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang
sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah
partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi politik yang merupakan wujud
pengewantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental
dalam proses demokrasi. la memiliki makna yang sangat penting dalam
bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan
baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan Bangsa dan
Negara. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan berarti sama sekali kalau ia
tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif. Oleh karenanya
tingkat partisipasi politik masyarakat dadam pemilihan umum, merupakan hal
yang sangat penting karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan
sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan
pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, dengan jalan memilih pimpinan, dan secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi  kebijakan pemerintah ““public policy”. Secara konvensiona
kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan
umum ““voting”, menghadiri rapat umum ““campaign”, menjadi anggota suatu

parta atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan



““contacting” dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya
(Budiarjo,2009). Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam
kegiatan partisipas politik menurut Davis terdapat tiga unsure, yaitu: (1) adanya
penyertaan pikiran dan perasaan; (2) adanya motivasi untuk berkontribusi; serta
(3) adana tanggung jawab bersama. Karena esensinya partisipasi berasal dari
dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi
kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun
kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Disamping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana
dikemukakan Sulaiman (1998), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah
sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap
muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3)
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam
bentuk dukungan.

Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh
masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara
maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan,
kemampuan, maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam
mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipas masyarakat mash
dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau
Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam
menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap

kebijakan pemerintah. Dengan demikian implementasi partisipas masyarakat



seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan
pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan
mereka sendiri.

Daam negara demokrasi pemilihan umum merupakan sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara kedaulatan republik
Indonesia. Untuk mencapai hal itu maka pemilu diselenggarakan secara lebih
berkualitas dengan partisipas masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan
Undang-Undang no 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 1 ayat 1 yang berbunyi
“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilu merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga konstinuitas
demorasi, dengan diadakannya pemilu maka terjadi pergantian kekuasaan.
Dengan diadakan pemilu maka terjadi pulalah pergeseran kekuasaan pada
lembaga eksekutif maupun legidatif. Begitu juga dengan hak-hak rakyat menjadi
diakui yaitu dengan dilibatkannya mereka dalam memilih. Selain itu pemilu juga
merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat partisipasi rakyat. Pemilu tidak
hanya dilaksanalkan di tingkat nasional tetapi juga ditingkat daerah atau lokal.
Demokrasi ditingkat lokal merupakan titik awa demokrasi politik ditingkat
nasional. Melalui sistem pemilihan langsung, rakyat dapat memilih pemimpinnya

secara langsung dan dalam menentukan pilihan tersebut tentu sgja pemilih dapat



mengenal sosok pemimpinnya. Untuk menjatuhkan pilihan maka masyarakat atau
calon pemilih harus mengenal calonnya. Dengan mengena calon berarti pemilih
dapat menentukan pilihannya secara rasional dan kontrol politik dari masyarakat
semakin tinggi serta kualitas demokrasi semakin baik.

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya termasuk untuk
memilih pemimpinya ha ini sesua dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah. Daerah diberikan otonomi dan kewenangan untuk mengatur
rumah tangganya sendiri salah satunya untuk memilih pemimpin daerahnya
Pemilihan wali nagari merupakan salah satu bukti adanya demokras di tingkat
daerah atau lokal. Sebuah nagari dipimpin oleh wali nagari yang dipilih dan
diangkat oleh rakyat nagari yang bersangkutan. Wali nagari sebagai pimpinan
pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah yang berlaku dan di
tetapkan di seluruh kabupaten di provinsi Sumatra Barat.

Penduduk nagari yang memenuhi persyaratan untuk memilih bebas
memilih calon wali nagari sesuai dengan keinginannya, wali nagari yang dipilih
secara demokrasi tentu akan dapat memahami dan menciptakan kehidupan rakyat
nagari dengan lebih makmur dan sejahtera. Karenawali nagari dipilih sendiri oleh
penduduk nagari dan tentu saja lebih memberi peluang kepada wali nagari untuk
memahami lebih jauh mengenai kebutuhan daerahnya. Tentang pemilihan wali
nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Nagari.

Nagari Muaro Paneh adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk

melakukan pendlitian ini, di tempat domisili peneliti. Sesuai dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari pasal

36 ayat 2 poin (e) dimana wali nagari sebaga pimpinan penyelenggaraan

pemerintahan nagari mempunyai tugas dan kewgjiban salah satunya adalah

membina kehidupan masyarakat nagari. Sebagai kepala pemerintah nagari wali

nagari mempunyai kewajiban untuk membina kehidupan masyarakat nagari, salah

satunya yaitu kehidupan berpolitik. Kehidupan berpolitik masyarakat termasuk

wujud partisipasi politik. Dalam pemilihan wali nagari di nagari Muaro paneh

terdapat empat kandidat calon wali nagari.

Tabel 1.1
Pemilihan Wali Nagari 19 Juli 2010
Periode 2010-2016

NAMA-NAMA CALON

No TPS ZUL FERRY | -0 nanDa | H-DAMRUS | TIDAK | JMH
FIRMAN| EFFENDI LUKMAN | SAH
1 | Pulau Aur 100 79 80 115 2 376
2 | SDN 01 Muaro Paneh 27 175 59 32 6 299
3 | SMAN Bukit Sundi 195 26 27 6 2 256
4 | SDN Bandar Putus 92 79 42 21 1 235
5 | Balai Gadang 187 73 194 48 8 510
SDN 15 Perhentian
6 | Bendi 38 150 30 12 0 230
7 | Sawah Cangkiang 11 165 72 39 2 289
8 | Masjid Al-Muttagin 52 140 119 29 2 342
9 | SKB Kab. Solok 88 119 35 20 3 265
10 | SDN 02 Galagah 310 19 28 24 6 387
11 | SDN 14 Kampung Baru| 315 22 21 16 5 379
12 | SDN 09 Kayu Gadang 120 75 143 40 3 381
13 | Sawah Sudut 175 6 9 5 0 195
TOTAL 1710 1128 859 407 40 4144
WAJIB PILIH 8157

(Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paneh 2014)




Dari tabel di atas terlihat, dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh ke
empat calon Wali Nagari mendapatkan suara masing-masing yaitu Zulfirman
1710 suara, Ferry Effendi 1128 suara, Zerlinanda 859 suara, H.Damrus Lukman
407 suara, dan yang tidak sah sebanyak 40 suara. Jumlah yang menggunakan hak
pilih sebanyak 4144 suara. Sedangkan yang wajib dalam pemilihan sebanyak
8157 suara. Jadi terlihat partisipasi masyarakat sangat rendah. Maka dari itu yang
menjadi wali nagari Muaro Paneh periode 2010-2016 adalah Zulfirman,
mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 1710 orang.

Tabd 1.2
Data penduduk yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih
pada pemilihan wali nagari Muaro Paneh 2010

No Jumlah Penduduk Jumlah | Keterangan

1 | Yang menggunakan hak pilih 4144 50.80 %

2 | Yang tidak menggunakan hak pilih 4013 49.20%

Jumlah 8157 100%

(Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paneh 2014)

Dari data diatas terlihat bahwa pemilihan wali nagari Muaro Paneh pada
periode 2010-2016 terlihat bahwa partisipas masyarakat terhadap pemilihan wali
nagari Muaro Paneh sangat rendah karena hanya 50.80% yang menggunakan hak
pilihnya dengan jumlah 4144 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya
sebanyak 49.20% dengan jumlah 4013 orang sedangkan yang wajib memilih pada
pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010-2016 adalah 8157 orang, jadi

dapat dikatakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali nagari.



Tingkat kesadaran masyarakat Nagari Muaro Paneh dalam pemilihan Wali
Nagari periode 2010/2016 masih rendah. Rendahnya penggunaan hak pilih
masyarakat bisa sgja disebabkan beragam faktor, salah satunya karena kesadaran.
Kesadaran masyarakat Nagari Muaro Paneh yang kurang aktif dalam kegiatan
partisipasi politik secara umum misalnya kurang adanya penyertaan pikiran dan
perasaan, kurang adanya motivas untuk berkontribusi, dan kurang adanya
tanggung jawab bersama. Selain itu, banyaknya masyarakat Nagari Muaro Paneh
kurang berpartisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka, kurang
ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan kurang berpartisipasi dalam
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh 2010/2016.
Jadi apabilatidak ada kesadaran dari dalam diri seseorang tidak akan terwujudnya
kesgjahteraan Nagari. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses

politik berjalan secara stabil.

Pemilihan wali nagari sebagai wujud partisipasi politik masyarakat nagari
Muaro Paneh menjadi pusat perhatian peneliti pada penelitian ini. Berdasarkan
observas awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat
yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada. Wawancara

pertama dilakukan dengan ibu desriwati selaku masyarakat muaro paneh .
“ banyak yang indak nio mamiliah dek indak picayo nyo kapado
calon pemimpin “

Artinya:

“ banyak yang tidak mau memilih karena tidak percaya kepada calon
pemimpin “



Secara umum kebanyakan masyarakat |ebih mementingkan pekerjaannya
daripada ikut pemilihan, contohnya pergi ke kebun, ladang, sawah dan lain-lain.
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pemilu, padaha pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat menyampaikan

apsirasinya dalam pembangunan nagari.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul : “Pemilihan Wali
Nagari Sebagai Wujud Partisipas Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh

Kabupaten Solok”.

B. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun identifikasi
masal ah sebagal berikut:
1. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Nagari Muaro
Paneh Kabupaten Solok dalam pemilihan Wali Nagari.
2. Banyak masyarakat Nagari Muaro Paneh yang tidak memilih karena
masyarakat lebih memilih mementingkan pekerjaannya dari pada

pemilihan Wali Nagari.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar tidak terjadi pengambangan
dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatas masalah yaitu

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan Wali
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Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok pada periode

2010-2016.

D. Rumusan Masaah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan
masal ah sebagal berikut:
1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali
Nagari Muaro Paneh periode 2010/20167
2. Faktor-faktor apa sgja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro

Paneh periode 2010-2016 Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok?

E. FokusPendlitian

Daam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bentuk
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari dan faktor yang
mempengaruhi masyarakat Nagari Muaro Paneh yang tidak menggunakan hak

pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016.

F. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Nagari
Muaro Paneh dalam pemilihan wali periode 2010-2016 Nagari Muaro

Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi
politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali

nagari.

G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-
pihak terkait diantaranya:
1. Manfaet teoritis
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referens
bagi pelaksanaan pemerintahan ditingkat lokal terutama dalam hal
pemilihan umum.
b. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu sosia,
khususnya politik.
2. Manfaat praktis
Sebagal syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada fakultas

ilmu sosial universitas negeri padang.



